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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.4/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020
TENTANG

PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (3) dan
Pasal 52 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun;

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5617);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
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Menetapkan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 17);

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

2. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya
disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain
yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya,
baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat
mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup,
dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan,
serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup
lain.

3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya
disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau
kegiatan yang mengandung B3.

4. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi
pengurangan, penyimpanan, pengumpulan,
pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau
penimbunan.

S. Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang yang usaha

dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
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Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 sebelum
dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan
Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
Pengangkut Limbah B3 adalah badan wusaha yang
melakukan kegiatan pengangkutan Limbah B3.
Pemanfaat Limbah B3 adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah B3.

Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan pengolahan Limbah B3.

Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan penimbunan Limbah B3.

Manifes Elektronik Pengangkutan Limbah B3 yang
selanjutnya disebut Festronik adalah  dokumen
elektronik yang memuat pernyataan serah terima dan
informasi mengenai Limbah B3.

Sistem Pelacakan Pengangkutan Limbah B3 yang
selanjutnya disebut Silacak adalah sistem elektronik
yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah,
menyimpan, menampilkan, mengirimkan, dan/atau
menyebarkan informasi elektronik tentang riwayat
perjalanan pengangkutan Limbah B3.

Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian
keadaan darurat yang meliputi pencegahan,
kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta
pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian
kecelakaan Pengelolaan Limbah B3.

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada
setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan
yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai
prasyarat untuk memperoleh izin wusaha dan/atau
kegiatan.

Multimoda adalah penggunaan lebih dari satu alat
angkut Limbah B3 dalam 1 (satu) rangkaian

pengangkutan berdasarkan 1 (satu) kontrak pengiriman.
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16.

17.

18.

(1)

(2)

(1)

(2)

Global Positioning System Tracking yang selanjutnya
disebut GPS Tracking adalah sistem untuk menentukan
posisi suatu objek dengan bantuan penyelarasan sinyal
satelit.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya

yang membidangi urusan Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 2
Pengangkutan Limbah B3 wajib dilakukan oleh
Pengangkut Limbah B3 yang memiliki izin Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3.
Untuk dapat melakukan pengangkutan Limbah B3,
Pengangkut Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
a. alat angkut Limbah B3;
b. rekomendasi pengangkutan Limbah B3; dan

c. Festronik pengangkutan Limbah B3.

BAB II
ALAT ANGKUT LIMBAH B3

Pasal 3
Pengangkutan Limbah B3 wajib dilakukan dengan
menggunakan:
a. alat angkut tertutup untuk Limbah B3 kategori 1;
atau
b. alat angkut terbuka atau tertutup untuk Limbah B3
kategori 2.
Alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi angkutan:
a. jalan umum;
b. perkeretaapian; dan/atau

c. laut, sungai, danau, dan penyeberangan.
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Pasal 4
Alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) wajib memenuhi spesifikasi:
a. umum; dan
b. khusus.
Spesifikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. dilengkapi dengan prosedur bongkar muat;
b. dilengkapi dengan peralatan untuk penanganan
Limbah B3 yang diangkut;
c. dilengkapi dengan prosedur penanganan Limbah B3
pada kondisi darurat; dan
d. dilengkapi dengan GPS Tracking.
Spesifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a. untuk alat angkut berupa angkutan jalan umum:
1. menggunakan alat angkut kendaraan roda 4
(empat) atau lebih;
2. mencantumkan nama dan nomor telepon
perusahaan pada sisi kendaraan; dan
3. dilekati simbol Limbah B3 sesuai dengan
karakteristik Limbah B3 yang diangkut sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan,
dan
b. untuk alat angkut berupa angkutan perkeretaapian,
memiliki gerbong yang disesuaikan dengan

karakteristik Limbah B3.

Pasal 5
GPS Tracking sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2) huruf e harus memenuhi ketentuan:
a. untuk alat angkut berupa:
1. angkutan perkeretaapian; dan
2. angkutan laut, sungai, danau, dan

penyeberangan,
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